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ABSTRACT

The limitation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is one of
the crucial issues in this study aims to analyze the impact of the limited Regional
Revenue and Expenditure Budget (APBD) on the welfare of the State Civil
Apparatus (ASN), especially in the polemic of the salaries of Government
Employees with Work Agreements (PPPK). The method used is descriptive
qualitative through literature study and public policy analysis based on fiscal
decentralization theory. The results of the study show that the imbalance between
the central government's ASN appointment policy and regional fiscal capacity
causes budget pressure, which has an impact on salary payment delays, uncertainty
of benefits, and a decrease in PPPK's work motivation. In addition, weak
coordination between levels of government worsens the implementation of the merit
system in ASN management. The conclusion of this study emphasizes that the
limitations of the APBD have direct implications for the welfare of regional civil
servants, so that more synchronous policies and strengthening regional fiscal
capacity are needed to ensure the sustainability of the payment of civil servant
rights.

Keywords: APBD, fiscal capacity, ASN welfare, PPPK, fiscal decentralization
ABSTRAK

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah
satu isu krusial dalam Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak keterbatasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam polemik gaji Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
melalui studi literatur dan analisis kebijakan publik berbasis teori desentralisasi
fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kebijakan
pengangkatan ASN oleh pemerintah pusat dan kapasitas fiskal daerah
menimbulkan tekanan anggaran, yang berdampak pada keterlambatan
pembayaran gaji, ketidakpastian tunjangan, serta penurunan motivasi kerja PPPK.
Selain itu, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan memperburuk
implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Simpulan penelitian ini
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menegaskan bahwa keterbatasan APBD berimplikasi langsung terhadap
kesejahteraan ASN daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih sinkron dan
penguatan kapasitas fiskal daerah guna menjamin keberlanjutan pembayaran hak

ASN.

Keywords: APBD, kapasitas fiskal, kesejahteraan ASN, PPPK, desentralisasi fiskal

A.Pendahuluan

Kebijakan pengangkatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dalam beberapa tahun
terakhir menjadi salah satu langkah
strategis pemerintah dalam
menyelesaikan persoalan tenaga
honorer  sekaligus memperkuat
kapasitas birokrasi daerah. Namun
demikian, implementasi kebijakan
tersebut tidak terlepas dari berbagai
dinamika, khususnya terkait
keterbatasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dalam

membiayai belanja pegawai.
Fenomena yang berkembang
menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara kebijakan
rekrutmen ASN vyang  bersifat
sentralistik dengan kapasitas fiskal
daerah yang beragam. Hal ini
berdampak pada munculnya berbagai
persoalan, seperti keterlambatan
pembayaran gaji, ketidakpastian
tunjangan, serta tekanan fiskal pada
daerah dengan kapasitas keuangan
rendah (Taufik, 2025; Rahim &

Maharudin, 2025). Bahkan, dalam

praktiknya, kebijakan efisiensi

anggaran di beberapa daerah
memunculkan fenomena anomali,
seperti pergeseran peran ASN yang
tidak sesuai dengan kompetensi, yang
pada akhirnya menimbulkan kritik
terhadap arah kebijakan publik
(Anggraeni, 2025).

Berbagai penelitan menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan PPPK
masih menghadapi persoalan
mendasar, baik dari sisi kepastian
hukum, sistem merit, maupun
kesesuaian kebijakan dengan prinsip-
prinsip administrasi pemerintahan
yang baik. Ketidakpastian dalam
pemberian tunjangan kinerja antara
PNS dan PPPK menunjukkan adanya
ketimpangan perlakuan dalam sistem
manajemen ASN (Akmala & Hapsari,
2025). Di sisi lain, penerapan sistem
merit yang belum optimal turut
memperlemah efektivitas pengelolaan
talenta ASN di daerah (Fadilla, 2025).
Permasalahan ini diperkuat oleh
adanya ketidaksesuaian implementasi
kebijakan pengangkatan ASN yang

tidak sepenuhnya selaras dengan
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asas umum pemerintahan yang baik
(Seniwati et al.,, 2025). Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa
persoalan PPPK tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga menyangkut
dimensi keadilan, kepastian hukum,
dan keberlanjutan fiskal daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah
mengkaji isu PPPK dan ASN,
sebagian besar masih berfokus pada
aspek  yuridis, normatif, dan
administratif, seperti perlindungan
hukum tenaga honorer, mekanisme
rekrutmen, serta netralitas ASN dalam
penyelenggaraan
(Ikhsana & Kosariza, 2022; Pratama &
Putera, 2022; Rahmansyah & Irwandi,
2021; Muhaemin et al, 2023).

Penelitian lain juga menyoroti aspek

pemerintahan

sosial dan psikologis ASN, seperti
kesejahteraan dan persepsi publik
terhadap profesi ASN (Mashfiya &
Adawiyah, 2025; Elyasa, 2023).
Namun demikian, kajian yang secara
komprehensif menghubungkan
keterbatasan kapasitas fiskal daerah
dengan kesejahteraan ASN,
khususnya PPPK, masih relatif
terbatas. Padahal, dalam konteks
desentralisasi, kapasitas fiskal
merupakan  faktor kunci  yang
menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan publik di

daerah. Hal ini menunjukkan adanya
celah penelitian (research gap), yaitu
kurangnya integrasi antara perspektif
fiskal dan manajemen sumber daya
aparatur dalam menganalisis
kesejahteraan ASN daerah.

Secara teoretis, fenomena ini dapat
dijelaskan melalui perspektif
desentralisasi administratif dan fiskal
yang menekankan pentingnya
keseimbangan antara kewenangan,
sumber daya, dan kapasitas
kelembagaan dalam
penyelenggaraan
daerah (Abdillahi, 2025; Ramadhani &

Adiazmil, 2025). Desentralisasi fiskal

pemerintahan

yang tidak diimbangi  dengan
kapasitas keuangan daerah yang
memadai berpotensi menimbulkan
ketergantungan  fiskal  terhadap
pemerintah pusat serta ketimpangan
antar daerah (Anggriawan et al., 2025;
Ginanjar et al., 2025). Lebih lanjut,
penelitian menunjukkan bahwa
desentralisasi fiskal memiliki
hubungan erat dengan kinerja
pemerintahan dan kualitas tata kelola,
yang pada akhirnya berdampak pada
kesejahteraan masyarakat  dan
aparatur (Astriana & Khoirunurrofik,
2024; Priscilla et al., 2025). Dalam
konteks ini, tekanan fiskal akibat

peningkatan belanja pegawai dapat
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mengurangi ruang fiskal daerah untuk
sektor lain serta menurunkan kualitas
layanan publik (Diffia et al., 2025;
Hidayat et al., 2025). Berdasarkan
uraian tersebut, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: (1)
keterbatasan ~ APBD
memengaruhi  kesejahteraan ASN
daerah, khususnya PPPK; dan (2)
ketidakseimbangan

bagaimana

bagaimana
antara kebijakan pengangkatan ASN
dan kapasitas  fiskal daerah

berdampak pada tata kelola

pemerintahan  daerah. Rumusan
masalah  ini  menjadi  penting
mengingat implikasi jangka
panjangnya terhadap stabilitas

birokrasi dan kualitas pelayanan
publik di daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis secara  mendalam
hubungan antara kapasitas fiskal
daerah dan kesejahteraan ASN serta
mengidentifikasi implikasi kebijakan
pengangkatan PPPK terhadap beban
keuangan daerah. Posisi penelitian ini
berada pada upaya pengisian celah
dalam literatur dengan
mengintegrasikan perspektif
desentralisasi fiskal dan manajemen
ASN dalam satu kerangka analisis
yang komprehensif. Berbeda dengan

penelitian terdahulu yang cenderung

parsial baik berfokus pada aspek
hukum, administratif, maupun sosial—
penelitian ini menekankan pada
keterkaitan langsung antara kapasitas
fiskal daerah dan kesejahteraan ASN
sebagai determinan utama dalam
kinerja organisasi publik. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi teoretis
dalam pengembangan kajian
administrasi publik sekaligus
memberikan rekomendasi praktis bagi
perumusan kebijakan yang lebih
adaptif, sinkron, dan berkeadilan
fiskal.

B. Metode Penelitian

Identifikasi Masalah Studi Literatur Penentuan Objek & Informan
(Purposive Sampling)

Analisis Data
(Reduksi Data — Penyajian Data

’ Uii Keabsahan D:

ahan Data 5| Hasil dan Kesimpulan
(Triangulasi Sumber & Metode)

Gambar 1. Alur Metode Penelitian
Kualitatif Deskriptif

Alur penelitian ini dimulai dari
identifikasi masalah dan studi literatur,
kemudian dilanjutkan dengan
penentuan objek penelitian serta
informan menggunakan teknik
purposive sampling. Tahap berikutnya
adalah pengumpulan data melalui
wawancara, dokumentasi, dan studi
literatur. Data yang diperoleh
dianalisis menggunakan teknik

analisis interaktif yang meliputi reduksi
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data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Untuk menjamin
keabsahan data, dilakukan triangulasi
sumber dan metode. Hasil dari

seluruh tahapan tersebut kemudian

dirumuskan menjadi temuan
penelitian dan kesimpulan.
Penelitian ini  menggunakan

pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian  deskriptif. ~ Pendekatan
kualitatif dipilih karena penelitian ini
bertujuan untuk memahami secara
mendalam fenomena keterbatasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) serta dampaknya
terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara (ASN), khususnya Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK), dalam konteks yang alamiah
dan kompleks. Penelitian deskriptif
digunakan untuk menggambarkan
secara sistematis  fakta dan
karakteristik objek yang diteliti
berdasarkan data yang diperoleh di
lapangan.

Objek dalam penelitian ini
adalah kebijakan pengelolaan APBD
dan implikasinya terhadap
kesejahteraan ASN daerah, dengan
fokus pada PPPK. Penelitian ini
dilakukan pada instansi pemerintah
daerah yang memiliki keterbatasan

kapasitas fiskal, sehingga relevan

dengan permasalahan yang dikaji.
Pemilihan objek dilakukan secara
purposive dengan
mempertimbangkan karakteristik
daerah yang mengalami tekanan
fiskal dan memiliki jumlah PPPK yang
signifikan.

Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yang terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan informan kunci,
seperti pejabat pengelola keuangan
daerah, kepala organisasi perangkat
daerah (OPD), serta ASN/PPPK yang
terdampak kebijakan. Sementara itu,
data sekunder diperoleh dari dokumen
laporan  APBD,

peraturan perundang-undangan, serta

resmi, seperti

publikasi ilmiah yang relevan dengan
topik penelitian. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara,
dokumentasi, dan studi literatur untuk
memperoleh data yang komprehensif.

Instrumen  penelitian  dalam
pendekatan kualitatif ini adalah
peneliti sendiri (human instrument)
yang didukung dengan pedoman
wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Peneliti berperan aktif
dalam mengumpulkan, mengolah, dan

menafsirkan data, sehingga
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diperlukan kepekaan dan ketelitian
dalam memahami konteks penelitian.
Untuk menjaga keabsahan data,
digunakan teknik triangulasi sumber
dan metode, yaitu membandingkan
data hasil

wawancara dengan

dokumen serta hasil penelitian
terdahulu.

Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan model
analisis interaktif yang meliputi tiga
tahapan, yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan
memilih, memfokuskan, dan
menyederhanakan data yang relevan
dengan tujuan penelitian. Penyajian
data dilakukan dalam bentuk narasi
deskriptif agar memudahkan

pemahaman terhadap hubungan

antar fenomena. Selanjutnya,

penarikan  kesimpulan  dilakukan

secara bertahap dengan
memperhatikan pola, hubungan, dan
makna yang muncul dari data yang
telah dianalisis. Proses analisis
dilakukan secara berkelanjutan sejak
pengumpulan data hingga tahap akhir
penelitian, sehingga menghasilkan
temuan yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara

ilmiah.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No Aspek yang Temuan Utama
Dikaji
1 Kapasitas Fiskal Terdapat keterbatasan APBD
Daerah pada daerah tertentu yang
menyebabkan tekanan pada
belanja pegawai
2 Pembayaran Ditemukan indikasi
Gaji PPPK keterlambatan pembayaran gaji
dan tunjangan
3 Kesejahteraan PPPK mengalami
ASN ketidakpastian  kesejahteraan
dibandingkan PNS
4 Kebijakan Kebijakan pengangkatan PPPK
Pemerintah belum sepenuhnya
mempertimbangkan kapasitas
fiskal daerah
5 Dampak Terjadi penurunan motivasi
Organisasi kerja dan potensi penurunan

kinerja ASN

Hasil analisis data menunjukkan
bahwa keterbatasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) memiliki pengaruh signifikan
terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara (ASN), khususnya Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Temuan ini secara logis
dapat dipahami melalui perspektif
desentralisasi  fiskal, di  mana
kapasitas keuangan daerah menjadi
faktor utama dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan
publik. Dalam  kerangka teori,

desentralisasi fiskal menekankan
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pentingnya keseimbangan antara
kewenangan dan sumber daya
keuangan. Namun, hasil penelitian ini
menunjukkan adanya
ketidakseimbangan tersebut, yang
ditandai dengan ketidakmampuan
daerah dalam memenuhi kewajiban
belanja pegawai secara optimal.
Kondisi ini menguatkan temuan
penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa desentralisasi
fiskal di Indonesia masih menghadapi
persoalan ketimpangan kapasitas
antar daerah (Ginanjar et al., 2025;
Anggriawan et al., 2025).

Secara lebih spesifik, kebijakan
pengangkatan PPPK yang bersifat
nasional tampaknya belum
sepenuhnya mempertimbangkan
variasi kapasitas fiskal daerah. Dari
sudut pandang kebijakan publik,
kondisi ini dapat dikategorikan
sebagai kebijakan yang kurang adaptif
terhadap konteks lokal. Logika
kebijakan yang tidak kontekstual ini
menghasilkan beban fiskal tambahan
bagi daerah, sebagaimana terlihat dari
meningkatnya proporsi belanja
pegawai dalam APBD. Dalam
penelitian ini, fenomena tersebut
tercermin pada temuan mengenai
keterbatasan ruang fiskal daerah

setelah pengangkatan PPPK. Hal ini

sejalan dengan penelitian Taufik
(2025) serta Rahim dan Maharudin
(2025) yang menyatakan bahwa
kebijakan PPPK

berpotensi menimbulkan tekanan

implementasi

anggaran apabila tidak diiringi dengan
dukungan fiskal yang memadai.
Dampak dari tekanan fiskal
tersebut  kemudian berimplikasi
langsung pada kesejahteraan ASN.
Hasil penelitian menunjukkan adanya
ketidakpastian dalam pembayaran
gaji dan tunjangan PPPK, yang secara
logis mencerminkan lemahnya
kapasitas keuangan daerah. Dalam
perspektif teori keadilan organisasi,
kondisi ini dapat menimbulkan
persepsi ketidakadilan di antara ASN,
terutama ketika dibandingkan dengan
PNS yang

kesejahteraan yang lebih stabil.

memiliki  jaminan
Temuan ini konsisten dengan hasil
penelitian Akmala dan Hapsari (2025)
yang menunjukkan adanya
ketimpangan dalam pemberian
tunjangan kinerja antara PNS dan
PPPK. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa keterbatasan fiskal
tidak hanya berdampak pada aspek
ekonomi, tetapi juga pada persepsi
keadilan dalam organisasi publik.
Lebih lanjut, secara logis,

ketidakpastian kesejahteraan akan
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berdampak pada motivasi kerja ASN.
Dalam teori manajemen sumber daya
manusia, kesejahteraan merupakan
salah satu faktor penting yang
memengaruhi kinerja individu dan
organisasi. Ketika kebutuhan dasar
pegawai tidak terpenuhi secara
optimal, maka motivasi kerja
cenderung menurun, yang pada
akhirnya berdampak pada penurunan
kinerja organisasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan adanya kecenderungan
penurunan motivasi kerja ASN
sebagai akibat dari ketidakpastian
kesejahteraan. Temuan ini sejalan
dengan penelitian Mashfiya dan
Adawiyah (2025) yang menegaskan
bahwa kesejahteraan  psikologis
memiliki hubungan erat dengan
kinerja individu. Dengan demikian,
hubungan antara keterbatasan APBD,
kesejahteraan ASN, dan kinerja
organisasi dapat dipahami sebagai
suatu rantai sebab-akibat yang saling
berkaitan.

Selain itu, hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa implementasi
sistem merit dalam pengelolaan ASN
belum berjalan secara optimal. Dalam
konteks teori administrasi publik,
sistem merit seharusnya menjadi
dasar dalam pengelolaan ASN untuk

menjamin profesionalitas dan

keadilan. Namun, temuan penelitian
menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara prinsip merit

dengan praktik  di lapangan,
khususnya dalam konteks
pengangkatan dan  pengelolaan

PPPK. Hal ini menunjukkan bahwa
kebijakan yang ada belum
sepenuhnya terintegrasi  dengan
prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik. Temuan ini didukung oleh
penelitian  Fadilla (2025) serta
Seniwati et al. (2025) yang
menyatakan bahwa implementasi
sistem merit di Indonesia masih
menghadapi berbagai kendala, baik
dari sisi regulasi maupun praktik di
daerah. Dalam konteks yang lebih
luas, tekanan fiskal yang dihadapi
oleh  pemerintah  daerah juga
mendorong munculnya kebijakan-
kebijakan yang bersifat adaptif,
namun tidak selalu rasional dalam
jangka panjang. Salah satu temuan
penting dalam penelitian ini adalah
adanya kebijakan efisiensi yang
berdampak pada penempatan ASN
yang tidak sesuai dengan
kompetensinya. Secara logis, kondisi
ini merupakan bentuk respons jangka
keterbatasan

pendek terhadap

anggaran, namun berpotensi

menimbulkan inefisiensi dalam jangka
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panjang. Hal ini sejalan dengan
temuan Anggraeni (2025) yang
menunjukkan bahwa kebijakan
efisiensi yang tidak tepat dapat
mengganggu profesionalitas ASN dan
kualitas pelayanan publik. Hasil
penelitian ini juga mengindikasikan
adanya ketergantungan fiskal daerah
terhadap pemerintah pusat. Dalam
teori desentralisasi, kondisi ini
menunjukkan bahwa otonomi daerah
belum sepenuhnya berjalan secara
efektif. =~ Ketergantungan tersebut

membatasi kemampuan  daerah
dalam mengelola kebijakan secara
mandiri, termasuk dalam  hal
pembiayaan ASN. Temuan ini

konsisten dengan penelitian
Anggriawan et al. (2025) vyang
menyatakan bahwa desentralisasi
fiskal di Indonesia masih menghadapi
persoalan ketergantungan antar level
pemerintahan. Secara logis, selama
ketergantungan ini masih tinggi, maka
kemampuan daerah dalam menjamin
kesejahteraan ASN akan tetap
terbatas.
Berdasarkan keseluruhan
pembahasan, dapat
bahwa keterbatasan APBD bukan

hanya persoalan teknis anggaran,

disimpulkan

tetapi merupakan persoalan struktural

yang Dberkaitan dengan desain

kebijakan desentralisasi, tata kelola
ASN, dan kapasitas fiskal daerah.
Oleh karena itu, solusi yang
ditawarkan tidak dapat bersifat parsial,
melainkan harus mencakup perbaikan
pada level kebijakan nasional dan
daerah secara simultan. Dengan
pendekatan yang lebih integratif,
diharapkan kebijakan pengangkatan
PPPK dapat berjalan secara lebih
berkelanjutan dan mampu menjamin

kesejahteraan ASN secara optimal.

D. Kesimpulan

Anggaran
Belanja Daerah (APBD) memiliki
dampak

Pendapatan  dan
signifikan terhadap
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
(ASN), khususnya
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Keterbatasan kapasitas fiskal
daerah menyebabkan tekanan pada

Pegawai

belanja pegawai, yang berimplikasi
pada ketidakpastian pembayaran gaji
dan tunjangan PPPK. Kondisi ini tidak
hanya memengaruhi aspek ekonomi
pegawai, tetapi juga berdampak pada
motivasi kerja dan kinerja organisasi.
Selain itu, ketidaksinkronan antara
kebijakan pusat dan kemampuan
fiskal daerah memperkuat
ketimpangan dalam implementasi

kebijakan ASN. Dengan demikian,
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kesejahteraan ASN tidak dapat
dipisahkan dari kapasitas fiskal
daerah sebagai faktor utama dalam
menjamin keberlanjutan kebijakan
pengelolaan sumber daya manusia di
sektor publik.

Penelitian ini memiliKi
keterbatasan pada ruang lingkup

berfokus pada
kualitatif

sehingga belum mampu mengukur

kajian yang
pendekatan deskriptif,
secara kuantitatif besaran pengaruh
keterbatasan APBD
kesejahteraan ASN. Selain itu,

terhadap

keterbatasan data empiris lapangan
menyebabkan hasil penelitian lebih
menekankan pada interpretasi
berbasis literatur dan temuan umum.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
disarankan  untuk  menggunakan
pendekatan kuantitatif atau mixed
methods guna memperoleh hasil yang
lebih komprehensif dan terukur. Di sisi
kebijakan, pemerintah pusat dan
daerah perlu meningkatkan
sinkronisasi dalam  perencanaan
pengangkatan PPPK dengan
mempertimbangkan kapasitas fiskal
daeranh, serta memastikan
keberlanjutan pembiayaan ASN agar
tidak menimbulkan tekanan anggaran
yang berdampak pada kesejahteraan

dan kinerja pegawai.
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